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ABSTRAK 

 

Galuh Triasny Islam Fakhsirie (B12116324), dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala 
Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto Tahun 2015”. Di bawah 
bimbingan Bapak Aminuddin Ilmar selaku pembimbing I dan Bapak Muh. 
Hasrul selaku pembimbing II.  

Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan dan mekanisme pemilihan Kepala 
Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto tahun 2015. Kedua, untuk 
mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pelanggaran 
administrasi pada pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten 
Jeneponto tahun 2015. 

Tipe penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan undang-
undang  berdasarkan bahan hukum primer Putusan Nomor 
15/G2016/PTUN.Mks, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik penelitian perpustakaan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil 
sebagai berikut: (1) Terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan 
oleh salah satu Bakal Calon Kepala Desa Sapanang  namun tetap 
diloloskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2) implikasi hukum pada 
pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten 
Jeneponto tahun 2015 ialah dicabutnya Keputusan Bupati Jeneponto 
Nomor 394 Tahun 2015 dan Surat Permusyawaratan Desa Nomor 
105/BPD/SPN/XII72015, meskipun demikian tidak ada sanksi khusus 
untuk panitia pemilihan kepala desa yang dalam hal ini melakukan 
kesalahan yang fatal. 

Kata Kunci : Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pemerintahan Daerah, Hukum 

dan Demokrasi.  
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ABSTRACT 

Galuh Triasny Islam Fakhsirie (B12116324), with the tittle 
“Juridicial Review of Administrative Violations in the 2015 Election of 
The Village Head of Sapanang, Jeneponto District”. Under the 
guidance of Mr. Aminuddin Ilmar as supervisor I and Mr. Muh. Hasrul as 
supervisor II. 

The purpose of this research is divided in to two (2). First, to find 
out how the implementation and mechanism of the election for the Head of 
Sapanang Village, Jeneponto District in 2015. Second, to find out the legal 
implication of administrative violation in the election of the Head of 
Sapanang Village, Jeneponto District in 2015.  

This research use normative type with law approach based on 
primary legal material verdict Number 15/G2016/PTUN.Mks, data 
collection techniques were library research.  

From the conducted research, the author obtain the following 
results: (1) There was an administrative violation committed by one of the 
candidates of the election of the Head Sapanang Village but passed by 
the committee of the election of the Head Village. (2) The legal implication 
of administrative violation for the election of the head Sapanang Village, 
Jeneponto District in 2015 is the revocation of the decision of the Regent 
of Jeneponto Number 395 Tahun 2015 and the Village Consultative Letter 
Number 105/BPD/SPN/XII72015, however there is no special sanction for 
the committee of the Head Village  in this case made a fatal mistakes.  

Keywords: Village, The Election of The Head Village, Local Government, 
Law and Democracy.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 1 ayat (3) telah jelas disebutkan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa segala aspek dalam 

bernegara harus didasarkan pada hukum. Hukum harus ditaati dan 

dihormati tidak terkecuali untuk siapapun.  

Dengan menempatkan hukum sebagai hal tertinggi (supreme) dalam 

negara berarti penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya 

kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum. Dalam 

konsepsi negara hukum kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan 

pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau 

supremasi hukum dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan adanya 

ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.1 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem 

demokrasi dalam pemerintahannya. Terdapat korelasi yang jelas antara 

Negara Hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan 

rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari 

kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang 

disebutkan dalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi 

 
1 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan , Identitas  Universitas Hasanuddin., 

Makassar, hlm. 55.  
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rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara hukum 

harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan 

hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi 

akan kehilangan makna.2 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa: 

(1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan 

Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Dan pada 

ayat (2) disebutkan “bahwa: Daerah kabupaten/kota dibagi atas 

Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.  

Pada kabupaten atau kota terdapat suatu komponen yang 

dinamakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik 

Indonesia.3 Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.4 

Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

 
2 Fatkhan Masuri, 2014, “Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren 

Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP. NO. 72 Tahun 2005”, Skripsi, 
Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.  
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1. 
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, Pasal 221.  
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masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik 

Indonesia.5 

Desa merupakan komponen yang sangat penting atau titik utama 

dalam pembangunan suatu negara. Merupakan sub pemerintahan yang 

menjadi perwakilan dari pemerintahan pusat, kabupaten serta kecamatan. 

Suatu organ pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat. 

Dalam suatu pemerintahan terdapat pemerintah untuk menjalankan 

pemerintahan itu. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat 

diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu 

mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri 

dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-

alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. 

Sedangkan, dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang 

kekuasaan eksekutif.6 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa  atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa.7 

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar mengatur bahwa 

negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

 
5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1. 
6 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 30.  
7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1. 
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hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan 

Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di 

dalam undang-undang. Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan 

pemerintahan paling bawah (bukan kedudukannya) dengan status yang 

berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat 

sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan 

pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan 

dari pemerintah kabupaten/kota.8 

Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak 

mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap 

berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah 

yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan diserahkan kepada 

daerah termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang 

selanjutnya diatur oleh Peraturan Daerah. Menurut Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2012 Terkait pemilihan umum, dalam Pasal 1 angka 1 

“disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik 

Indonesia” berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. “Akan tetapi, pada umumnya istilah 

 
8 Musdar, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 

Kolaka”, Halu Oleo Legal Research, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, VOL. 1, April 
2019,  hlm. 125.  
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"pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan 

presiden yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Keterlibatan seluruh 

masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari 

pemerintahan yang demokratis. Termasuk Pengertian dari asas 

dekonsentrasi adalah suatu asas yang menyatakan pelimpahan 

wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala 

instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat daerah 

tetapi tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat.9 

Pemilihan kepala desa dalam penyelenggaraannya dipilih langsung 

oleh rakyat, bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan 

tahapan penyelenggaraannya sama dengan pemilihan presiden dan 

pemilihan kepala daerah. Kendati demikian, Pemilihan kepala desa tidak 

dimasukkan dalam rezim pemilihan umum yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait pemilihan umum. Pemilihan kepala 

desa seakan menjadi anak tiri dalam pemilihan umum di Indonesia, 

padahal pemilihan kepala desa pada proses penyelenggaraannya lebih 

rawan secara sosial, politik dibandingkan pemilu-pemilu yang lain. 

Pemilihan kepala desa selanjutnya di atur khusus dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang sebelumnya diatur dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui 

pemerintahan desa sebagai sub sistem dari penyelenggaraan 

 
9 Ibid, hlm. 125-126.  
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pemerintahan dan desa berhak, memiliki kewenangan untuk mengurus 

rumah tangga desa.10 

Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan 

upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi 

pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang 

demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya 

otonomi desa berarti adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan 

rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari masyarakat. 

Namun dalam pelaksanaannya namun hak, kewenangan dan kebebasan 

dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai 

tanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.11 

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan otonomi desa, karena di dalam penyelenggaraan 

otonomi di desa kepala desa mengemban fungsi yang penting dalam 

penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa. Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “menegaskan bahwa 

negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.12 

Pemilihan kepala desa itu sendiri telah diatur di dalam Undang-

Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam 

 
10 Ibid., 
11 Ibid, hlm. 126-127. 
12 Ibid., 



7 
 

Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Kepala Desa dan untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Jeneponto 

telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa 

Jabatan Kepala Desa. 

Pada 8 Desember 2015 diadakan “pemilihan kepala desa serentak di 

Kabupaten Jeneponto. Salah satu desa diantaranya adalah Desa 

sapanang. Pemilihan Kepala Desa Sapanang diikuti oleh 5 calon kepala 

desa sesuai hasil verifikasi dari panitia pemilihan kepala desa tingkat 

kabupaten. Pada Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan 

Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa 

“Kepanitiaan Kepala Desa terdiri atas tiga tingkatan yaitu : Panitia 

Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia 

Pemilihan Tingkat Kabupaten”. Dari pemilihan tersebut Lukman berhasil 

menjadi Kepala Desa Sapanang terpilih periode 2015-2021.  

Setelah Pemilihan Kepala Desa Sapanang periode 2015-2021 telah 

selesai dan kepala desa yang terpilih telah dilantik terungkap suatu fakta 

baru yaitu Kepala Desa Sapanang terpilih atas nama Lukman “tidak 

memenuhi salah satu syarat untuk mencalonkan diri” menjadi kepala 

desa. Syarat yang dimaksud terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 huruf g bahwa, salah satu syarat 

untuk menjadi kepala adalah “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat 
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tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum 

pendaftaran. Hal ini dibuktikan dengan Nomor Induk Kartu Tanda 

Penduduk (NIK): 737110110892724 atas nama Lukman barulah pindah 

domisli ke Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 

pada tanggal 13 November 2015 berdasarkan “Surat Keterangan Pindah 

Datang Warga Negara Indonesia” yang dikeluarkan oleh kelurahan 

Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan dikuatkan oleh Surat 

Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia Nomor 

SKPWNI/7371/10112015/0236 Dinas Kependudukan Catatan Sipil 

Pemerintah Kota Makassar.13 

Lolosnya Lukman menjadi calon Kepala Desa Sapanang Periode 

2015-2021 yang merupakan hasil dari verifikasi panitia pemilihan desa 

tingkat kabupaten mengindikasikan adanya penyimpangan yang terjadi 

baik itu oleh panitia maupun oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal 

tersebut. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak berjalan 

sebagaiamana mestinya, kecermatan serta taat akan hukum tidak 

dilaksanakan.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis ingin mengetahui dan 

mengkaji lebih lanjut mengenai “bakal calon kepala desa yang tidak 

memenuhi salah satu persyaratan dapat lolos menjadi calon kepala desa 

setelah diverifikasi oleh panitia pemilihan kepala desa. Hal tersebutlah 

yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis 

 
13 Putusan Nomor 15/G/2016/P.TUN.Mks. 
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pelanggaran Admnistrasi Pada Pemilihan Kepala Desa Sapanang 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:” 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan dan Mekanisme pemilihan Kepala Desa 

Sapanang Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 ? 

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelanggaran administrasi pada 

pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto Tahun 

2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. “Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan dan mekanisme 

pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten jeneponto Tahun 

2015”. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum terhadap 

pelanggaran administrasi pada pemilihan Kepala Desa Sapanang 

Tahun 2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

sumbangan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

khususnya dalam hukum administrasi negara dan diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan 

melakukan penelitian sejenis tentang pelanggaran administrasi 

pemilihan kepala desa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak, dan sebagai sumbangan penelitian dalam rangka 

mewujudkan pemilihan kepala desa yang jujur dan adil.  

 

E. Keaslian Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Irwan Akbar (B12113319) 

mahasiswa Program Studi Hukum Admnistrasi Negara, Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa Secera Serentak di Kabupaten Soppeng” pada 

tahun 2017. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah Gambaran 

Umum lokasi penelitian Kabupaten Soppeng serta “mekanisme dan 

pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Soppeng 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan 



11 
 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Permasalahan kedua 

yang diteliti adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala desa secara serentak di Kabupaten Soppeng.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas memiliki perbedaan yang akan 

dilakukan oleh penulis yang dimana penelitian berupa pelaksanaan dan 

mekanisme pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2015 dan implikasi hukum terhadap pelanggaran admnistrasi pada 

pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto Tahun 2015.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Desa 

 

1. Pengertian Desa 

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa 

Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan 

otonom. Diintrudusir pula oleh Sutardjo Kartohadi Koesomo bahwa: 

”Perkataan “desa” , “dusun”, “desi‟‟ (ingatlah perkataan swadesi), seperti 

juga halnya dengan perkataan “negara‟‟, „‟negeri‟‟, ‟‟negari‟‟, „‟nagari”, 

“negory” (dari perkataan “negarom‟‟), asalnya dari perkataan Sanskrit 

(sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”. Ateng 

Syafruddin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan 

sebagai kesamaan istilah“desa”, yakni ”swargama” (gramani), dhisa, 

marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau 

negoriy, manoa, banjar dan penanian.14 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 1 : “Desa adalah desa dan desa adat atau 

yang biasa disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

 
14 Irwan Akbar, 2017, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak  di 

Kabupaten Soppeng”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin, Makassar, 
hlm. 14. 
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 

Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang. 

 

2. Syarat Pembentukan Desa 

 

Syarat-syarat pembentukan desa berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah sebagai berikut: 

a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak 

pembentukan. 

b. Jumlah penduduk, yaitu: 

1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala 

keluarga. 

2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala 

keluarga. 

3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala 

keluarga. 

4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 

3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. 



14 
 

5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 

500 kepala keluarga. 

6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa 

atau 400 kepala keluarga. 

7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 

300 kepala keluarga. 

8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara 

paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga. 

9) Wilayah Papua “dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 

100 kepala keluarga. 

c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah. 

d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. 

e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. 

f) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa 

yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wallikota. 

g) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan 

publik. 
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h) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Pemerintah Desa 

 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 “menegaskan bahwa desa 

tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi 

baahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang 

istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten 

sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri 

sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.15 

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. 

Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang biasa disebut dengan 

nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang biasa disebut 

dengan nama lain.16 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa.17 

 
15 HAW Widjaja, 2014, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, 

PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17 
16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23 dan Pasal 25. 
17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1). 
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Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 

16 ayat (2) menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 

c. Memengang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. 

d. Menetapkan peraturan desa. 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

f. Membina kehidupan masyarakat desa. 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 

m.  Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundan-undangan. 
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4. Otonomi Desa 

 

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.18 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik 

hukum publik maupun hukum perdata. Memiliki kekayaan, harta benda 

serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.19 

Sebagaian wujud demokrasi, di desa dibentuk badan Perwakilan 

Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap 

pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, Kepala Desa dengan 

persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling 

menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber 

pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan 

pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hal atas asal-usul desa 

bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa 

yang terjadi di antara warganya.20 

Dengan demikian, desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 “merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan 

 
18 HAW Widjaja, Op. cit., hlm. 165. 
19 Ibid., 
20 Ibid., hlm. 165-166. 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan 

yang kuat bagi terwujudnya “Development Community” di mana desa tidak 

lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru 

sebaliknya desa merupakan “Independent Community” yaitu desa dan 

msyarakatnya sendiri.21 

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban. Tiada 

kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. 

“Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan 

dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara 

kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan 

kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat, 

bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa 

memerhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya.22 

Pelaksanaan hak, wewenang dan keabsahan otonomi desa 

menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.23 

 
21 Ibid., hlm. 166. 
22 Ibid., 
23 Ibid., 
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Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 menempatkan provinsi sebagai wilayah administratif 

sekaligus pula sebagai otonom. Pengaturan demikian menunjukkan 

adanya ketertarikan antara pemerintah provinsi dengan daerah-daerah 

otonom dalam wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan desa, baik dalam arti 

status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan 

pemerintahan, karena penyusunan kabupaten, kota dan desa dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat oleh wilayah 

provinsi.24 

 

B. Pemilihan Kepala Desa  

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Pasal 41 menjelaskan, bahwa pemilihan kepala desa 

dilaksanakan melalui tahapan : 

1. Persiapan 

Terdiri atas kegiatan : 

a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala 

desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) 

bulan sebelum berakhir masa jabatan. 

 
24 Ibid., hlm. 166-167. 



20 
 

b. Pembetukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan 

Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. 

c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepala bupati/walikota 

disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 

pemberitahuan akhir masa jabatan. 

d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada 

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. 

e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia. 

2. Pencalonan 

Terdiri atas kegiatan : 

a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 

(sembilan) hari. 

b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta 

penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 

(dua puluh) hari. 

c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan 

paling banyak 5 (lima) orang calon. 

d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan 

kepala desa. 

e. Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari. 
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3. Pemungutan Suara 

Terdiri atas kegiatan : 

a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. 

b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak. Dan/atau 

c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 

(satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah 

perolehan suara yang lebih luas. 

4. Penetapan 

Terdiri atas kegiatan : 

a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan 

Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (Tujuh) Hari setelah 

pemungutan suara. 

b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih 

kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

menerima laporan panitia. 

c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan 

dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. 

d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon 

kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitkan keputusan pengesahan dan pegangkatan kepala desa 

dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :25 

a. Warga negara Republik Indonesia. 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 

atau sederajat. 

e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. 

f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. 

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa 

setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. 

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. 

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai 

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan 

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana 

serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. 

 
25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 33. 
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j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

k. Berbadan sehat. 

l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. 

m.  Syarat lain diatur dalam peraturan daerah. 

 

C. Pemerintahan Daerah 

 

1. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.26 

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.27 

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dan wakil kepala daerah 

 
26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1. 
27 Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-pokok Hukum 

Pemerintahan Daerah, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 26 
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terdiri atas kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, 

kepala daerah kabupaten dan kepala daerah wakil kepala daerah 

kabupaten, dan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota.  

Adapun kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi yaitu 

gubernur dan wakil gubernur. Kepala daerah kabupaten dan wakil kepala 

daerah kabupaten yaitu bupati dan wakil bupati. Sedangkan kepala 

daerah kota dan wakil kepala daerah kota yaitu walikota dan wakil 

walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga 

perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

daerah. DPRD Kabupaten untuk wilayah kabupaten, dan DPRD Kota 

untuk wilayah Kota.28 

Prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan adalah pemerintah 

pusat berwenang melakukan campur tangan yang lebih intensif dalam 

persoalan-persoalan daerah, sepanjang kepentingan itu menyangkut hajat 

hidup rakyat yang lebih luas dari wilayah daerah yang menyangkut hajat 

hidup rakyat yang lebih luas dari wilayah daerah itu. Tidak semua urusan 

yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. 

Akan tetapi ada sebagian urusan yang dikecualikan, seperti urusan 

pertahanan-keamanan, luar negeri, peradilan, moneter, dan lain-lain.29 

DPRD kabupaten/kota memangku tugas dan wewenang berupa :30 

 
28 Ibid., 
29 Koswara, 2001, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Daerah, Yayasan 

PARIBA, Jakarta, hlm. 65.  
30 Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsih, 2016, Pengawasan Hukum 

Terhadap Aparatur Negara, PT. Buku Seru, Jakarta, hlm. 102. 
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a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten  

atau kota. 

b. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.  

 

2. Tujuan Pemerintahan Daerah 

 

Adapun tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum “dalam bagian 

menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan 

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

demikian kata kunci tujuan pemerintahan daerah adalah kesejahteraan 

masyarakat. Tujuan ini relevan dengan salah satu tujuan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana tercantum alinea keempat pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan 

kesejahteraan umum.31 

Perbedaan antara tujuan Negara Republik Indonesia dengan tujuan 

pemerintahan daerah, selain ruang lingkup tujuan Negara sangat umum, 

luas dan/atau besar (ada 4 hal) sementara tujuan pemerinatahan daerah 

 
31 Loc. cit, hlm. 23. 
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hanya 1 (satu) saja yaitu kesejahteraan masyarakat. Perbedaan lainnya 

yaitu tujuan pemerintahan daerah (kesejahteraan masyarakat) mempunyai 

kriteria sedang tujuan Negara Republik Indonesia tidak mempunyai 

kriteria. Adapun kriteria tujuan pemerintahan daerah meliputi 4 (empat) hal 

:32 

a. Peningkatan pelayanan. 

b. Pemberdayaan.  

c. Peran serta masyarakat. 

d. Peningkatan daya saing daerah. 

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 sama dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 Tentang Pemerintahan Daerah tidak ditemukan penegasan 

mengenai tujuan pemerintahan daerah. Pada bagian menimbang Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya menyatakan antara lain sebagai 

berikut.33 

a. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan Kepala 

Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. 

b. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu 

untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 

 
32 Ibid., 
33 Ibid., hlm. 23-24. 
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masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi 

dan keanekaragaman daerah. 

 

D. Konsep Negara Hukum 

 

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam 

kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari 

seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan 

hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, 

sosial, budaya, pertahann, keamanan, dan sebagainya) tidak ada satu 

pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan 

hukum.34 

Hukum merupakan salah satu komponen sistem dalam kehidupan 

bernegara pada suatu Negara hukum. agar berjalan dengan maksimal, 

maka hal tersebut ditentukan oleh proses bekerjanya komponen struktur, 

substansi dan komponen kultural.35 

Menurut paham dan pendirian aliran Common Law System, hukum 

dipandang sebagai bagian dari “a cultural Instution”, maka masyarakat 

yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan tata tertib yang 

mereka perlukan pada suatu tempat dan waktu tertentu “Taghayyarul 

 
34 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 21.  
35 Muh. Hasrul dan Syafa’at Anugrah Pradana,”Kedudukan dam Tugas Staf Ahli dalam 

Struktur Pemerintahan Daerah”, Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin,Vol. 27, 1 Maret 2019. Hlm. 26. 
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ahkami bitaghayyaril azmani wal-imkani” perubahan hukum mengikuti 

perubahan dan perkembangan tempat dan waktu.36 

Dalam kepustakaan hukum tata negara dikenal adanya dua konsepsi 

bernegara hukum yakni, konsepsi negara hukum dalam artian 

“rechtsstaat” dan konsepsi negara hukum dalam artian “rule of law”. Bagi 

sebagian besar orang memahami kedua konsep bernegara hukum itu 

tidak ada perbedaan substansial sehingga penggunaan atau pemakaian 

kedua konsepsi tersebut maka terdapat perbedaan yang nyata baik dari 

sejarah yang melatarbelakangi lahirnya kedua konsepsi tersebut maupun 

sistem hukum yang menopang kedua konsepsi tersebut.37 

Konsepsi negara hukum dalam artian “rechtsstaat” dilahirkan dari 

sebuah proses revolusi yakni, revolusi Perancis dengan tiga tuntutan 

utamanya liberte, egalite dan fraternite. Konsep yang terbangun dari 

proses tersebut adalah adanya tuntutan untuk melakukan pembatasan 

terhadap kekuasaan negara yang dicerminkan melalui tindakan atau 

perbuatan raja yang sewenang-wenang (otoriter). Bagaimana membatasi 

kekuasaan raja sehingga tidak lagi bisa berbuat sewenang-wenang 

adanya. Oleh karena itu, dimajukanlah konsep pembagian dan pmisahan 

kekuasaan (distribution and separation of power) yang intinya adalah, 

bagaimana membatasi kekuasaan dengan melalui pembatasan tindakan 

atau perbuatan pemerintah agar tidak lagi sewenang-wenang adanya. 

 
36 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, 

Jakarta. Hlm. 24. 
37 Aminuddin Ilmar, 2014, Membangun Negara Hukum Indonesia, Phinatama Media, 

Makassar, hlm. 2. 
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Sedangkan sistem hukum yang menopangnya adalah sistem hukum sipil 

(civil law system) yang ciri dan karakteristiknya adalah bersifat 

administratif.38 

Konsepsi negara hukum dalam artian “rule of law” terbangun dari 

sebuah proses yang evolusioner sifatnya. Konsep ini mengalami 

perkembangan tahap demi tahap sampai  memperoleh kematangannya 

melalui sebuah proses yang panjang di inggris yang memberikan 

penekanan supremasi hukum (supremacy of law), kesamaan di depan 

hukum (equality before the law) dan konstitusi harus memberikan jaminan 

dasar pada  hak asasi manusia (constitution based on human rights). 

“Intinya adalah bagaimana menjaga agar hak asasi manusia jangan 

sampai terlanggar yang dilandasi pada konsep “privacy right”. Sedangkan 

sistem hukum yang menopangnya adalah common law system (anglo 

saxon) yang ciri dan karakteristiknya adalah bersifat judisial.39 

Di bawah kendali pemerintahan reformasi, menurut Hamba Thalib 

terdapat beberapa hal yang sangat penting bagi perkembangan sejarah 

hukum di Indonesia, antara lain :40 

1. Mengembalikan citra Indonesia sebagai negara hukum, melalui 

doktrin kepastian hukum. 

2. Hukum difungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (a 

tool of social control), yaitu hukum tidak hanya difungsikan untuk 

 
38 Ibid., hlm. 2-3. 
39 Ibid., hlm. 3. 
40 Hamba Thalib dan Syamsuddin Pasamai, 2009, Sejarah Hukum (Dalam Dinamika Ilmu 

Hukum), PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 161-162. 
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kepentingan tertib sosial, tetapi juga diharapkan berperan aktif untuk 

ikut serta mendorong terjadinya perubahan. 

3. Perkembangan komunitas hukum dari hukum kolonial ke hukum 

yang dinasionalisasikan, serta hukum nasional sebagai hasil 

pengembangan hukum adat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar  Negara republik Indonesia  Tahun 1945 “Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan 

undang-undang”. Sebagai negara hukum setiap penyelenggaran urusan 

pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku 

(wetmatigheid van bestuur). Sebagai negara yang menganut 

desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri 

atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. 

Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah 
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daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.41 

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam 

alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, ada yang 

berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan 

(welfare state), seperti Azhary dan Hamid S. Attamimi. Azhary  

mengatakan bahwa negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh 

bangsa Indonesia ialah “negara kesejahteraan”.42 

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah 

kewajiaban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau 

bestuurszorg”. Menurut E. Utrecht, “adanya bestuurszorg ini menjadi 

suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “walfare state”. “Bagir Manan 

menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas 

hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk 

mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) 

dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan 

 
41 Ridwan HR, Op. cit., hlm. 17. 
42 Ibid., hlm. 17-18. 
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sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham 

negara kesejahteraan (verzorgingsstaat, walfare state). Jika adanya 

kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu 

merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong 

sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-

mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga 

melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan 

negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Secara 

konstitusional, terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur 

dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan 

alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memeihara fakir 

miskin dan anak-anak terlantar, serta memberi jaminan sosial dan 

kesehatan bagi warga negara, seperti yang ditentukan dalam BAB XIV 

Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.43 

Perkembangan konsep Negara hukum merupakan produk dari 

sejarah, sebab rumusan atau pengertian Negara hukum terus 

berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Selain itu 

pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih 

 
43 Ibid., hlm. 18-19. 
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tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan dan pemikiran tentang 

negara hukum merupakan gagasan modern yang multiperspektif dan 

selalu aktual. Dintinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran 

filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah 

berkembang sejak 1800 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal 

pemikiran negara hukum adalag pada masa Yunani Kuno.44 

Dengan merujuk pada konsepsi negara hukum yang 

diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong pula 

sebagai negara hukum demokratis. Hukum yang dijadikan aturan 

(spelregel) dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta untuk 

mengatur hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara penyelenggara 

negara dan pemerintahan di Indonesia adalah Hukum Tata Negara dan 

Hukum Administrasi Negara.45 

 

E. Konsep Negara Demokrasi 

 

Konsep negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai 

bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu 

negara dijalankan atau diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan 

 
44 Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang, hlm. 17. 
45 45 Loc.cit., hlm. 20. 
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kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atau negara untuk 

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah “demokrasi” berasal 

dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada Abad ke-5 SM 

yang terambil dari dua suku kata yakni, “demos” dan “cratos” atau 

“cratein”. Kata “demokrasi  (democracy) sebagaimana diuraikan yang 

berasal dari dua suku kata tersebut, yaitu demos yang berarti rakyat, dan 

kratos/cratein yang berarti kekuatan atau kedaulatan (pemerintahan), 

sehingga konsep demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan  

(pemerintahan) rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai kedaulatan 

(pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.46 

B.Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, 

yakni : 47 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah. 

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 

 
46 Aminuddin Ilmar, Op. cit., hlm 72. 
47 Ni’matul Huda, 2014, Hukum Tata Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 

266-267.  
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5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman 

pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. 

6. Menjamin tegaknya keadilan. 

Adanya suatu prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan memberikan batasan bahwa pemerintahan dijalankan atau 

diselenggarakan berdasar atas paham kedaultan rakyat. Rakyatlah yang 

memengang kendali melalui pemilihan pemimpin pemerintahan dan 

sekaligus menentukan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan 

guna mengawasi jalannya dan terselenggaranya pemerintahan negara. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Assidique (2007:145) bahwa 

rakyatlah penetu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu 

negara.48 

Dalam suatu negara demokrasi kedudukan dan peranan setiap 

lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling 

mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Akan tetapi, jika 

lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya 

tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya 

masing-masing, yang sering terjadi adlah partai-partai politik yang rakus 

 
48 Loc.cit, hlm. 72-73. 
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atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala 

proses-proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan.49 

Dengan adanya mekanisme check and balances maka konfigurasi 

politik yang ditandai oleh dominannya eksekutif dan bercorak otoriter-

birokratis dapat digeser ke sisi konfigurasi yang lebih demokratis. 

Tercakup dalam upaya demokratisasi ini adalah keharusan agar mereka 

yang menjadi sasaran kebijaksanaan politik mempunyai kesempatan 

untuk berpartisipasi, baik dlaam mengambil keputusan-keputusan khusus 

maupun dalam merumuskan berbagai definisi situasi yang merupakan 

dasar pengambilan keputusan tersebut.50 

Dalam pengembangan konsep demokrasi modern disebutkan 

minimal ada tiga prinsip dasar yang harus menjadi ukuran dalam menilai 

sistem politik pemerintahan yang demokratis yaitu :51 

1. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik 

pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, 

ekonomi dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Digunakannya prinsip konstitulisme dengan tegas dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhdap supremasi 

hukum yang berlaku. 

 
49 Jimly Asshiddiqie, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 402. 
50 Moh. Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 345-346.  
51 Aminuddin Ilmar, Op. cit., hlm. 73. 
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3. Diberlakukannya akuntabilitas politik, dimana orang-orang yang 

memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus 

dapat dimintakan pertanggunganjawaban oleh rakyat. 

Dalam praktik konsep demokrasi saat ini seringkali dijadikan sebagai 

indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi instrument 

untuk menilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebuah 

negara apakah demokratis ataukah tidak. Dengan kata lain, konsep 

demokrasi menjadi alat ukur atau parameter untuk menentukan apakah 

suatu proses penyelenggaran pemerintahan berkesesuaian dengan 

aspirasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan ataukah hanya 

untuk kepentingan sekelompok orang saja.  

 

F. Hukum dan Demokrasi 

 

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu 

pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan 

rakyat, yang dijlankan melaui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari 

kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, 

penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan 

kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang 

dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan 

demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum 

akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi 

akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “Demokrasi yang 

bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. 
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Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol 

atas negara hukum”. “Dengan demikian negara hukum bertopang pada 

sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis 

(democratische rechtsstaat).52 

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan 

prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut:53 

1. Prinsip-prinsip Negara Hukum 

a. “Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh 

pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang 

yang merupakan peraturan umum. 

b. Perlindungan hak-hak asasi. 

c. Pemerintahan terikat hukum. 

d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. 

Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar. 

Pemerintah harus harus menjamin bahwa di tengah masyarakat 

terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. 

e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak 

dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksankan 

pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum 

diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.  

2. Prinsip-prinsip Demokrasi 

 
52 Ridwan HR, Op. cit., hlm. 8. 
53 Ibid., hlm. 9. 
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a. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara 

dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang 

dipilih  melalui pemilihan umum. 

b. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam 

menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, 

yaitu kepda lembaga perwakilan. 

c. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam 

masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-

wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu 

harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 

d. Pengawasan dan kontrol. (penyelenggaran) pemerintahan harus 

dapat dikontrol. 

e. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. 

f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. 

 

G. Badan Permusyawaratan Desa 

 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis.54 Menurut 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 56 “bahwa  

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 

 
54 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (4). 
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demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 

tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa  dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling 

banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Badan Permusyawaratn Desa mempunyai Fungsi : 55 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

kepala desa. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

Badan Permusyawaratan Desa berhak :56 

1. Mengajukan dan meminta keterangan tentang peyelenggaraan 

pemerintahan desa kepala pemerintah desa. 

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

H. Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab Panilitia Pemilihan 

Kepala Desa 

 

 
55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55.  
56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 61. 
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Kepanitiaan pemilihan kepala desa terdiri atas tiga tingkatan, yaitu : 

“panitia pemilihan tingkat desa, panitia pemilihan tingkat kecamatan, dan 

panitia pemilihan tingkat kabupaten.57  

Panitia pemilihan tingkat desa disebut panitia pemilihan kepala desa 

yang keanggotaannya sebanyak 5 orang terdiri dari : 1 orang ketua, 1 

orang sekretaris, 1 orang bendahara, dan 2 orang anggota diambil dari 

unsur perangkat desa, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan desa, 

unsur tokoh masyarakat/tokoh agama sebagai perncerminan keterwakilan 

dari dusun yang ada di desa tersebut.58 

Panitia pemilihan tingkat kecamatan disebut panitia pengawas. 

Terdiri dari : camat sebagai ketua, danramil sebagai anggota, kapolsek, 

sebagai anggota.59 

Panitia pemilihan tingkat kabupaten disebut panitia peneliti dan 

penguji. Terdiri dari : Penanggung Jawab (Bupati, wakil bupati, dan 

sekretaris daerah), Koordinator (Asisten pemerintahan dan kesra), Ketua 

(Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa), 

Sekretaris (Kepala bidang pemerintahan desa dan kelurahan), Anggota 

(Kepala Inspektorat, staf ahli bidang hukum dan pemerintahan, kepala 

 
57 Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 ayat (1). 
58 Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 ayat (2). 
59 Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 ayat (3). 
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badan kesbang dan linmas,  kepala bagian pemerintahan, dan kabag 

hukum).60 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pemilihan desa :61 

1. Melaksanakan pendaftaran wajib pilih dalam wilayah desa tersebut. 

2. Meneliti dan memeriksa daftar wajib pilih yang disepakati dalam 

suatu rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada panitia 

penelitidan penguji melalui panitia pengawas untuk mendapatkan 

pengesahan. 

3. Melakukan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan 

yang ditentukan. 

4. Menerima pendaftaran serta meneliti kelengkapan persyaratan 

administrasi bakal calon kepala desa untuk diteruskan kepada 

panitia peneliti dan penguji melalui pengawas. 

5. Menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa 

yang berhak ikut dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan 

oleh panitia peneliti dan penguji. 

6. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih serta daftar 

wajib pilih yang berhak memilih. 

7. Mengundang para calon kepala desa yang telah lulus seleksi untuk 

menyampaikan visi dan misi untuk jangka waktu satu periode masa 

jabatan mengenai cita-cita yang ingin dicapai dalam 

 
60 Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 3 ayat (4) 
61 Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 4. 
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menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di 

desa tersebut. 

8. Menetapkan jadwal, tempat dan tata tertib serta mekanisme 

kampanye bagi calon kepala desa. 

9. Mengajukan dan menetapkan jadwal serta tempat pelaksanaan 

pemungutan suara (hari “H”) kepada panitia pengawas, panitia 

peniliti dan penguji setelah berkoordinasi dengan badan 

permusyawaratan desa. 

10. Melaksanakan pemungutan suara pemilhan kepala desa. 

11. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala 

desa kepada badan permusyawaratan desa, selanjutnya badan 

permusyawaratan desa menyampaikan  kepada panitia peneliti dan 

penguji. 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia pengawas :62 

1. Memfasilitasi pertemuan dalam rangka pembentukan panitia 

pemilihan kepala desa. 

2. Meneliti dan mengetahui daftar nama serta kelengkapan persyaratan 

bakal calon kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada 

panitia peneliti dan penguji. 

 
62 Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 5. 
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3. Melakukan pengamanan dan pengawasan secara intensif dan 

mengambil langkah-langkah serta bertanggungjawab terhadap 

pengamanan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. 

4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang 

sengaja membuat kecurangan atau hal-hal terjadinya ketidakstabilan 

sehingga dapat menghambat kelancaran dan kesuksesan jalannya 

pemilihan kepala desa. 

5. Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan, baik kepada 

panitia pemilihan kepala desa maupun kepada panitia peneliti dan 

penguji berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala 

desa. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia peneliti dan penguji 

:63 

1. Memfasilitasi badan permusyawaratan desa dalam pembentukan 

panitia pemilihan kepala desa. 

2. Meneliti dan mengesahkan daftar wajib pilih yang disampaikan oleh 

panitia pemilihan kepala desa.  

3. Meneliti daftar nama dan kelengkapan persyaratan bakal calon 

kepala desa untuk ditetapkan mengikuti ujian penyaringan. 

4. Melaksanakan ujian penyaringan terhadap bakal calon kepala desa 

baik secara tertulis, wawancara maupun praktek berpidato. 

 
63 Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 6. 
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5. Menyampaikan penetapan hasil penyaringan kepada panitia 

pemilihan kepala desa, bakal calon kepala desa yang berhak 

mengikuti pemilihan calon kepala desa.  

6. Menyiapkan surat undangan serta surat-surat suara yang 

menampilkan gambar/ pas foto dalam bentuk berwarna semua figure 

calon kepala desa yang akan dipilih. 

7. Membantu panitia pemilihan kepala desa dan memberi penjelasan 

tekhnis mengenai tata cara pencoblosan suara serta mengikuti 

jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai selesai 

perhitungan suara”. 

8. Memberikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan 

pemilihan kepala desa kepada bupati setelag menerima laporan dari 

badan permusyawaratan desa. 

9. Memfasilitasi serta bertanggungjawab dalam proses pemilihan 

kepala desa sampai dilantiknya kepala desa terpilih oleh bupati.  

 

I. Asas Kepastian Hukum 

 

Asas kepastian hukum memilki dua aspek, yang satu lebih bersifat 

hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait 

erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian 

hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu 

keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. 

Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah 

diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun 
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keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum setiap keputusan yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai 

dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. 

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum 

membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan 

yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus 

disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan 

hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa 

yang dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada 

pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak 

mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, 

kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. 

Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi 

Negara, yaitu asas het vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio 

justea causa, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata 

usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama 

belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang 

bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.64 

 

J. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan 

 

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak 

cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas 

 
64 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 245-246. 
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pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. 

Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan 

keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan alasan-alasan 

yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus 

mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan  

tata usaha negara tersebut.65 

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum 

mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan 

memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam 

pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak 

cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak 

boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberikan apalagi bila 

dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu 

penyimpangan.66 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau algemene 

beginsele van behoorlijk bestuur (ABBB) dalam konteks batu uji peradilan 

tata usaha negara” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Tetapi sebetulnya sifat dari Asas-asas umum pemerintahan yang baik 

 
65 Ibid., hlm 248-249.  
66 Ibid., hlm 249.  
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(AAUPB) adalah asas yakni ketentuan yang diakui secara universal 

(aksiomatik).67 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Dalam Penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian hukum 

normatif yang dimana memadukan bahan dari buku-buku dan Peraturan 

Perundang-undang untuk melengkapi penulisan skripsi yang berjudul” 

“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala 

Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto Tahun 2015”.  

 

B. Lokasi Penelitian 

 

 
67 Muhammand Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, 2020, 

Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-
Litigasi), KENCANA, Jakarta, hlm. 18.  


